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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mensejahterakan
rakyatnya dan mewujudkan kehidupan negara dan bangsa yang adil dan makmur.
Pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan merupakan
kegiatan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk dapat merealisasikan
tujuan tersebut pemerintah perlu memperhatikan masalah negara dalam
pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam
negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang
berguna bagi bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan tanpa adanya sumber
penghasilan yang tetap, maka untuk menunjang berlangsungnya suatu
pemerintahan diperlukan pungutan yang bersifat wajib, oleh karena itu pengenaan
pajak merupakan sumber dana yang ideal bagi pemerintah.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak sebagai alat bagi pemerintah dalam
mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung
maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta
pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu
mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat dan negaranya, baik
dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak berperan sangat penting bagi negara Indonesia yaitu untuk
menambah pendapatan ekonomi, memperlancar stabilitas keuangan negara dan
menambah pendapatan kas negara. Pajak juga memberikan masukan yang sangat
besar dan merupakan kontributor terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN). Sektor pajak memiliki peran yang semakin besar dalam APBN
karena akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.
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Jenis pungutan di indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat) dan
pajak daerah. Pajak pusat merupakan pungutan pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah merupakan
pungutan pemerintah daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna membiayai
pengeluaran daerah. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam
bidang pendanaan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada
pada masing-masing daerah dengan melalui pajak daerah.

Pajak daerah khususnya yang ditangani Dinas Kabupaten Banyuwangi
menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 pasal 2
yaitu terdiri dari :

1. Pajak Hotel,
Pajak Restoran;
Pajak Hiburan;
Pajak Reklame;
Pajak Penerangan Jalan;
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;
Pajak Air Tanah;
Pajak Sarang Burung Walet;

© © N o g &~ DN

Hal yang paling fundamental dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuwangi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yaitu dipungut pajak atas
kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. Sedangkan
selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) didistribusikan kepada dinas yang terkait, misalnya
Pajak Hotel dikekola oleh Dinas Pariwisata.

Pajak Bumi dan Bangunan akan sepenuhnya masuk ke pemerintah
kabupaten atau kota, sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah
pendapatan asli daerah. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam PBB
Pedesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

adalah menggunakan Official Assessment System dimana sistem pemungutannya
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ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Setiap jenis pajak yang dikelola
oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang
berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan target penerimaan
masing-masing jenis pajak sesuai dengan potensi yang dimiliki dan menetapkan
Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis pajak yang memiliki target Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah paling tinggi, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan
tetap dikekola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan pajak
yang lain didistribusikan ke dinas yang terkait.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang efektif dalam
meningkatkan pendapatan daerah, maka dari itu diperlukan Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang baik dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, maka Laporan Praktek Kerja Nyata ini diberi judul
“PELAKSANAAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
Tujuan dari Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai pelaksanaan
Prosedur Standar Operasional Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

b. Untuk membantu melaksanakan Prosedur Standar Operasional Pajak Bumi

dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata
Manfaat dari Praktek Kerja Nyata adalah untuk memperoleh wawasan
pengetahuan dan pengalaman praktis tentang pelaksanaan Prosedur
Standar Operasional Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi.
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1.3

Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwnagi Jalan Jaksa Agung Suprapto No.140, Mojopanggung,
Giri, Banyuwnagi telp. (0333) 418818

1.3.2 Jangka Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini setara dengan 144 jam kerja efektif

atau selama = 30 hari sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang dimulai pada tanggal 8

Januari 2018 sampai 8 Februari 2018. Berikut waktu pelaksanaan Praktek Kerja

Nyata yang sesuai dengan jam kerja yang berlaku di Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 1.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

. Jam Kerja (Waktu Indonesia Barat)

Jam Pagi Istirahat Jam Siang
Senin — Kamis 07.00-11.30 |11.30-13.00 | 13.00-16.00
Jumat 07.00-10.30 |10.30-13.00 | 13.00-14.30
Sabtu dan Minggu Libur

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2018

1.4  Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan menyesuaikan jadwal lembaga.
Tabel 1.2 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No. Kegiatan Praktek Kerja Nyata 1M|r21g u3ke- 7 Jam
Pengajuan Surat Permohonan PKN kepada

1. | Instansi yang terkait dan mengurus surat ijin 5
PKN
Perkenalan dengan Pimpinan dan Karyawan

2. | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 5

Banyuwangi
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Pengarahan dan Penjelasan tentang gambaran
umum dari Badan Pendapatan Daerah
kabupaten Banyuwangi

Membantu unit pelayanan dalam melayani

wajib pajak.

a. Membantu memeriksa persyaratan
pendaftaran objek pajak baru

b. Meneliti kelengkapan persyaratan
permohonan pendaftaran

c. Membantu memeriksa NOP SPPT wajib
pajak melalui

Konsultasi secara periodik dengan dosen
pembimbing serta penyusunan Laporan Praktek
Kerja Nyata

Total Jam Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 144
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Standar Operasional Prosedur (SOP)
2.1.1 Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menurut Sailendra (2015:11) Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah
panduan yang digunakan untuk meyakinkan kegiatan operasional organisasi atau
perusahaan terjadi dengan lancar. Sedangkan menurut Insani (2010:1) SOP atau
standar operasional prosedur adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi
tercantum yang dibakukan perihal beragam proses penyelenggaraan administrasi
perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, kala pelaksanaan, tempat
penyelenggaraan dan aktor yang berperan didalam kegiatan.

Standar Operasional Prosedur atau disingkat SOP adalah dokumen yang
berhubungan dengan prosedur yang dijalankan dengan kronologis yang
menyelesaikan sebuah pekerjaan yang tujuannya mendapatkan hasil kerja yang
paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP
seringkali terdiri atas manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan
prosedur dan juga disertai dengan bagan flowchart pada bagian akhir (Laksmi,
2008:52).

Berdasarkan definisi Standar Operasional Prosedur (SOP) menurut para
ahli maka Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi
serangkaian proses yang menjadi panduan atau pedoman mengenai cara
melakukan pekerjaan yang tujuannya mendapatkan hasil kerja yang efektif dengan

biaya rendah.

2.1.2 Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tujuan SOP atau Standar Operasional Prosedur yaitu untuk menjelaskan
perincian atau standar selalu perihal kegiatan pekerjaan yang berulang dikerjakan
didalam suatu organisasi. SOP yang baik adalah SOP yang dapat menjadikan arus
kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk karyawan baru, penghematan biaya,

dan memudahkan pengawasan dan juga mengakibatkan koordinasi yang baik
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antara bagian-bagian yang berlainan dalam perusahaan. Menurut Hartatik

(2014:30), target SOP atau Standar Operasional Prosedur yaitu :

a.

2.1.3

PO -0

2.14

untuk

Untuk memelihara konsistensi tingkat tampilan kinerja atau situasi khusus
dan kemana petugas dan lingkungan didalam mobilisasi suatu hal tugas
atau pekerjaan tertentu.

Sebagai acuan didalam pelaksanaan kegiatan khusus bagi sesama pekerja

dan supervisor.

Untuk hindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi serta

pemborosan didalam proses pelaksanaan kegiatan.

. Untuk jadi parameter untuk menilai mutup pelayanan.

Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber kekuatan secara
efektif dan efisien.

Untuk menjelaskan urutan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari
petugas yang terkait.

Sebagai dokumen yang dapat menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses
kerja jika terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan

administratif lainya, supaya sifatnya memelihara rumah sakit dan petugas.

Fungsi Standar Operasional Prosedur (SOP)

Adapun kegunaan SOP atau Standar Operasional Prosedur yaitu :
Memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja
Sebagai basik hukum jika terjadi penyimpangan.

Mengetahui dengan jelas hambatan dan ringan dilacak.

Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama telaten didalam bekerja.

Sebagai pedoman didalam melakukan pekerja rutin.

Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dalam suatu perusahaan harus diberlalukan SOP karena dapat digunakan

mengukur standart kinerja karyawan sekaligus juga dapat digunakan

sebagai pengatur organisasi suatu perusahaan. Adapun manfaat SOP antara lain :
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2.15

o o

® o o

2.16

Sebagai standarisasi cara yang dikerjakan didalam penyelesaian pekerjaan
khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian.

Menjadikan staf lebih berdiri sendiri dan tidak tergantung terhadap
intervensi manajemen supaya dapat mengurangi keterlibatan pimpinan
didalam sehari-hari.

Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab

khusus didalam melakukan tugas.

. Menciptakan ukuran standar kinerja yang dapat menambahkan pegawai,

cara konkret untuk melakukan perbaikan Kkinerja serta membantu
mengevaluasi bisnis yang udah dilakukan.

Menciptakan bahan training yang sanggup membantu pegawai baru untuk
cepat melakukan tugasnya.

Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efektif dan dikelola dengan baik.

. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit service didalam

melakukan bantuan service sehari-hari.

. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas bantuan pelayanan.

. Membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural didalam

menambahkan pelayanan, menjamin proses service selalu terjadi didalam

beragam situasi.

Prinsip SOP (Standar Operasional Prosedur)
Adapun prinsip SOP yaitu :

Konsisten

Komitmen

Perbaikan berkelanjutan

Mengikat

Seluruh unsur memiliki peran penting

Terdokumentasi dengan baik

Jenis-Jenis SOP (Standar Operasional Prosedur)
Berdasarkan Sifat Kegiatan
1) SOP Teknis
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SOP Teknis adalah prosedur standar yang terlalu rinci dari kegiatan
yang dikerjakan satu orang aparatur atau pelaksanaan dengan satu peran
atau jabatan.

2) SOP Administratif
SOP Administratif adalah prosedur standar yang berupa umum dan
tidak rinci dari kegiatan yang dikerjakan oleh lebih dari satu orang
aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan.

. Menurut Cakupan dan Besaran Kegiatan

1) SOP Mikro
SOP Mikro adalah bagian dari SOP (SOP makro) atau SOP yang
kegiatannya jadi bagian dari kegiatan SOP makro yang lebih besar
cakupannya.

2) SOP Makro
SOP Makro mencakup lebih dari satu SOP mikro yang mencerminkan
bagian dari kegiatan tersebut atau SOP makro merupakan integrasi dari
lebih dari satu SOP mikro yang membentuk serangkaian kegiatan
didalam SOP tersebut.

. Menurut Cakupan dan Kelengkapan Kegiatan

1) SOP Final
SOP final adalah SOP yang berdasarkan cakupan kegiatannya udah
membuahkan produk utama yang paling akhir atau final.

2) SOP Parsial
SOP parsial adalah SOP yang berdasarkan cakupan kegiatannya belum
membuahkan produk utama paling akhir supaya kegiatan ini masih
mempunyai urutan kegiatan lanjutan yang mencerminkan produk utama
akhir.

. Menurut Cakupan dan Jenis Kegiatan

1) SOP Generik
SOP Generik (umum) adalah SOP berdasarkan karakter dan muatan
kegiatannya relatif memiliki kesamaan baik dari kegiatan yang di SOP

kan ataupun dari tahapan kegiatan dan pelaksanaannya.
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2) SOP Spesifik
SOP khusus (khusus) adalah SOP berdasarkan karakter dan muatan
kegiatannya relatif memiliki perbedaan dari kegiatan yang di SOP kan,
tahapan kegiatan, aktor(pelaksana), dan tempat SOP tersebut
diterapkan.
2.2 Pajak
2.2.1 Definisi Pajak
Definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang
perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo, 2016:2), pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki
unsur- unsur (Mardiasmo, 2016:3):

a. luran dari rakyat kepada negara.

b. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebut berupa uang
(bukan barang).
c. Berdasarkan undang-undang.

d. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya.

e. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.

f. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
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Berdasarkan definisi diatas maka pajak adalah pungutan wajib yang
dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah
dan masyarakat umum. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah
untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan

undang-undang.

2.2.2 Fungsi Pajak
Ada dua fungsi pajak, yaitu (Mardiasmo, 2016:4):
a. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
b. Fungsi Mengatur (Cregulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,
maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo,
2016:4):
a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang
maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam
pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan
banding kepada Pengadilan Pajak.
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara
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maupun warganya.
Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun  perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat.

Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari
hasil pemungutannya.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat lima teori yang mendukung

pemungutan pajak yaitu :

a.

Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya,
oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai
suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan
(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar
kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus
dibayar.

Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur
daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan

yang dimiliki seseorang.
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2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil
yang harus dipenubhi.

Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat

untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya

kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih

diutamakan.”

Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:6) Hukum Pajak

mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :

a.

2.2.6

Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu
lainnya.

Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.
Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

1) Hukum Tata Negara

2) Hukum Tata Usaha (Hukum Aministratif)

3) Hukum Pajak

4) Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku

pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada dua macam hukum
pajak yaitu (Mardiasmo (2016:7) :
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Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara

lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek

pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang
dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak,
dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum

materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain:

1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib
Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan
utang pajak

3) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan
pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib pajak misalnya

mengajukan keberatan dan banding.

Pengelompokan Pajak

Ada tiga pengelompokan pajak, yaitu (Mardiasmo, 2016:7):

Menurut Golongannya

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain.

Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
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Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Ada tiga tata cara pemungutan pajak, yaitu (Mardiasmo, 2016:8):
Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 pengenaan (stelsel):

1

2)

3)

Pengenaan Nyata (Riel Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata
mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel
ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan
kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode
(setelah penghasilan riil diketahui).

Pengenaan Anggapan (Fictive Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh
undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah
ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan,
tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya
adalah pajak yang harus dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang
sesungguhnya.

Pengenaan Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak menurut
disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak
menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka
Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil
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kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak
yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal
dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak
dalam negeri.

2) Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber
diwilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
@ Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

fiskus.

b) Wajib Pajak bersifat pasif.

¢ Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus/pemungut pajak.
2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang

terutang.

Ciri-cirinya:

@ Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
Wajib Pajak sendiri.
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b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang.
¢ Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3) Withholding System (Pemotongan/Pemungutan Pajak)

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang
bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang
oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang

ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.9 Hambatan Pemungutan Pajak
Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi
(Mardiasmo 2016:10):
a. Perlawanan pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara
lain:
1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
b. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh
wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.
Bentuknya antara lain :
1) Tax avoidance, usaha  meringankan beban pajak dengan tidak
melanggar undang-undang.
2) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara

melanggarundang-undang (menggelapkan pajak).
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2.2.10 Tarif pajak

Ada empat macam tarif pajak (Mardiasmo, 2016:11):

a. Tarif Sebanding/Proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap
besarnya nilai yang dikenai pajak.
Contoh:
Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh:
Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal
berapapun adalah Rp. 3.000,-.

c. Tarif Progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai
pajak semakin besar.

Berikut adalah besarnya tarif progresif:

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5%

Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00 15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00 25%
Di atas Rp. 500.000.000,00 30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar.

2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap.

3) Tarif progresif degresif  : kenaikan persentase semakin kecil.

Contoh Tarif Progresif:

Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang

pribadi dalam negeri.
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d. Tarif Degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan

pajak semakin besar.

2.3  Pajak Bumi Dan Bangunan
2.3.1 Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2016 : 381), bumi adalah permukaan bumi dan
tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan
pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik
Indonesia. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.

Jalan tol.
Kolam renang.
Pagar mewah
Tempat olahraga
Galangan kapal, dermaga.
Taman mewah.

Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.

© © N o g bk~ DN

Fasilitas lain yang memberikan manfaat.
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan mengenai Ketentuan
Umum Pasal 1 Angka 7, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang
selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

Berdasarkan definisi diatas maka Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak
atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dimanfaatkan, dan dikuasai oleh orang
pribadi atau badan, kecuali yang digunakan untuk kepentingan umum dan tidak
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mengambil keuntungan contohnya tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan panti

asuhan.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Mardiasmo (2016 : 381), dasar hukum Pajak Bumi dan
Bangunan adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994. Adapun asas Pajak Bumi dan
Bangunan adalah sebagai berikut :
a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
b. Adanya kepastian hukum.
€. Mudah dimengerti dan adil.
d. Menghindari pajak berganda.
Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten
Banyuwangi adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2.3.3 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2016 : 383), yang menjadi objek pajak adalah bumi
dan/atau bangunan. Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor
letak, peruntukan, pemanfaatan, dan kondisi lingkungan. Objek pajak yang tidak
dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :

a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak

untuk mencari keuntungan, antara lain :

1) di bidang ibadah, contohnya masjid, gereja dan vihara

2) di bidang kesehatan, contohnya rumah sakit

3) di bidang pendidikan, contohnya madrasah dan pesantren

4) di bidang sosial, contohnya panti asuhan

5) di bidang kebudayaan nasional, contohnya museum dan candi
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b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis
dengan itu

c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara
yang belum dibebani suatu hak

d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik

e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Subjek pajak menurut Mardiasmo (2016 :386) adalah orang atau badan
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memberi manfaat
atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
bangunan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Bagian Kesatu
yang menjadi nama, objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai
berikut:

a Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan perkebunan,perhutanan dan pertambangan
(Pasal 2).

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (Pasal 3)

1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi
dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

d jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan
seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu
kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
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b) jalan tol

¢ kolam renang

d pagar mewah

e) tempat olahraga

f) galangan kapal, dermaga

g taman mewah

h) tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak

) menara

3) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang tidak
dikenakan pajak adalah:

d Digunakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum antara
lain bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan
seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti
asuhan, candi.

¢ Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis
dengan hal dimaksud.

d Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, taman penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak.

4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar

Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

¢. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (Pasal 4)
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang
pribadi atau badan yang secara nyata, mempunyai suatu hak atas bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai
dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan

d Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Pasal 5)

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang
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pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/
atau memperolen manfaat atas bumi, dan atau/memiliki, menguasai,

dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.3.4 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya
NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral
Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat
Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar perhitungan
pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya
100% dari NJOP. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
dengan memperhatikan ekonomi nasional (Mardiasmo, 2016 : 387).

Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak bumi dan bangunan
menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Bagian Kedua adalah
sebagai berikut :

a. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (Pasal 6)

1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap

3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap
tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya;

3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dalam Peraturan Kepala Daerah.
b. Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

ditetapkan sebagai berikut (Pasal 7):

1) Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;

2) Untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar

0,2 % ( nol koma dua persen) per tahu
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2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan menurut Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan pada Bagian Ketiga Pasal 9 adalah dipungut dengan

sistem Official Assesment.

2.3.6 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan

Masa pajak dan saat terutangnya pajak bumi dan bangunan menurut
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Bagian Keempat Pasal 10

adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
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BAB 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Latar Belakang Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur
penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan atau pendapatan yang menjadi
kewenangan daerah. Di dalam pelaksanaannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah. Sebelum terbentuknya Badan Pendapatan Daerah, Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini pada awalnya adalah Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 17
Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja, Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas pokok yaitu
melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pendapatan
dan pengelolaan keuangan daerah.

Tahun 2011 adalah merupakan tahun penuh tantangan dan sekaligus peluang,
hal ini seiring dengan lahirnya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 sebagai pengganti
Undang-Undang No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. Ada beberapa
amanah dari undang-undang ini yang harus dilaksanakan oleh kabupaten/kota yaitu
dari 7 jenis pajak menjadi 11 jenis pajak. Sedangkan retribusi dari 25 jenis retribusi
menjadi 30 jenis retribusi daerah.

Pada Bulan Januari 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah diubah atau beralih menjadi Badan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh
seorang Kepala Badan. Setelah beralih dari Dinas menjadi Badan terjadi perubahan

tugas pokok serta fungsi. Sebelumnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

25
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Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang pendapatan dan mengelola
11 jenis pajak dan 30 jenis retribusi daerah, setelah menjadi Badan Pendapatan
Daerah sekarang bertanggung jawab 2 jenis pajak yaitu PBB dan BPHTB.
Selanjutnya untuk 9 jenis pajak dan 30 jenis retribusi diserahkan pada dinas atau
instansi yang terkait, sedangkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
sebagai instansi pengawas dan pengarah. (Dok BAPENDA :2018)

3.1.1 Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Visi berikut ini adalah suatu pandangan tentang Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), tujuan-tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD. Visi itu tidak
dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang
ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa
yang panjang tersebut. Visi Badan Pendapatan Daerah mengadaptasi dari visi jajaran
pemerintahan diatasnya. Visi kementerian dalam negeri adalah (Dok BAPENDA
:2018) :

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang
desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan
masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang
profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya mengadaptasi visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Banyuwangi adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, dan
Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumberdaya
Manusia®.

Berdasarkan berbagai visi diatas, visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi adalah:

“Terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang semakin sejahtera, mandiri, dan
berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya

manusia““.
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3.1.2 Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Misi berikut ini adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh
lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) adalah tujuan dan alasan mengapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
itu ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.
Misi Badan Pendapatan Daerah mengikuti dari misi Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyuwangi, yaitu (Dok BAPENDA :2018) :

“Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good Governance
and Clean Government) Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi

Informasi”.

3.1.3 Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
di bidang pendapatan daerah
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah
e. Pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.
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3.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.2.1 Susunan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi

Pli. KEPALA BADAN
NAFIUL HUDA, 5.80s. M.Si. IV/a

Nip. 19681106 198809 | 001

mommmmmEmm s SEKRETARIS
| " -
H KELOMPOK JABATAN ' NAFIUL HUDA, 5.50s, M.Si. IV/a
! FUNGSIONAL [
[ ' Nip. 19681 106 198809 1 001
R — — Y o |
KASUBBAG UMUM DAN KASUBBAG KEUANGAN KASUBBAG
KEPEGAWAIAN DAN PERLEN AN PENYUSUNAN PROGRAM
ENDAH ARTIM ESTININGARL, 5 Sos.
s Sos LIl
Nip. 19721202 200701 2 016 Nip. 19780116 199803 2 004
KABRID PERENCANAAN, KABID VALIDASI DAN PENETAPAN KARID PBEE DAN BPHTE
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN 1 [ |
EDY BASUKL SE TEDDY RADIANSYAH, S.5TP
1V
Nip. 19680108 199503 1 003 Nip. 19800515 199510 1 001
KASUBBID PERENCANAAN KASUBBID VALIDASE, PELAYANAN KASUBRBID PRB
PENDAPATAN DAN VERIVIKASI | |
MOHAMMAD MAHFUD, 8 Sos 1114 BAMBANG HARTONO, SE. 1ll'c SOEMARYONO, SAP 1IIid
Nip. 19720625 199303 1 007 Nip. 1977040920050 1003 Nip. 19601120 198602 | 003
KASUBBID PENGENDALIAN DAN L_ KASUBBID PENETAPAN KASUBBID BPHTE
PENGAWASAN
TRI KUSUMA JAY A, S.5TP 1l ARMI ASTUTIL, SH 1l HIDRI SUKMAWARDHANA, SE 1I/C
Nip. 19840220 200212 | 001 Nip. 19680317 199403 2 011 Nip. 19860609 201001 1 009
KASUBBID EVALUASI DAN
PELAPORAN

UPTB

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2018
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Berdasarkan gambar 3.1 struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi terdiri dari :

a.
b.

C.
d.

@

3.2.2

Kepala Badan;

Sekretariat;

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan;

Bidang Validasi dan Penetapan;
Bidang PBB dan BPHTB;
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);

Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi dalam Struktur Badan Pendapatan Daerah

Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas

antara lain sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan badan
Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pendapatan
dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag, subbid dan UPTB

Mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang
tugasnya

Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
pendapatan

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pendapatan

Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan

Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung
jawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan

oleh pemerintah
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8) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pekerjaan di bidang
pendapatan dengan metode pengawasan melekat, monitoring dan
pengendalian kegiatan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan

9) Mengelola administrasi pendapatan daerah

10) Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan administrasi pendapatan daerah

11) Melaksanakan koordinasi atas penerimaan pendapatan dengan instansi
terkait

12) Melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi pada UPTB dan pejabat
fungsional dilingkungan badan

13) Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran
dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku

14) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi prestasi kerja serta pengembangan karier

15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya

16) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang
tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, urusan umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan
kinerja dan pelayanan administrasi. Sekretariat mempunyai fungsi antara lain
sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan
program, kegiatan dan anggaran di lingkungan badan

2) Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan

dan perawatan inventaris kantor
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Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala badan dan semua unit
organisasi di lingkungan badan

Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, organisasi, hukum, rumah tangga,
hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah lain dan
hubungan masyarakat

Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, akuntansi,
ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, penyiapan bahan dan
penyusunan renstra, renja/rkt, Ippd, laporan kinerja badan dan surat
menyurat

Pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama badan
Pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja individu

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat mempunyai tugas yaitu:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran secretariat
berdasarkan rencana kerja Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian

Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan

Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan

Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol
Melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran
di lingkungan badan

Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang

Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan badan

10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana

11) Melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi

dengan perangkat daerah terkait

12) Melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan ganti rugi, tindak lanjut
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Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan
Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja badan dan surat menyurat
13) Mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) badan
14) Mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu (IKI)
15) Mengkoordinasikan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan
16) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
Rencana Kerja (Renja) tahunanserta kegiatan operasional Badan
17) Mengkoordinasikan ~ penyusunan  Perjanjian Kinerja (PK) dan
penilaian/pengukuran kinerja Badan/Individu
18) Mengkoordinasikanpenyusunanlaporan  Kinerja Instansi Pemerintah
(Ikjip) badan dan individu
19) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan
LP2P dilingkungan Badan dan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten
20) Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ
Bupati dan LPPD setiap akhir tahun
21) Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD
setiap akhir tahun
22) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian Kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentua untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier
23) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh Kepala Badan
sesuai tugas dan fungsinya
24) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas sebagai berikut :
(1) Menyusun  menyusun  rencana program, kegiatan dan
anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan

rencana kerja Badan
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(2) Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam,
urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian

(3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian
kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk
peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta
pengembangan karier

(4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya

(5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan memliki tugas sebagai

berikut :

(1) Menyusun menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana
kerja Badan

(2) Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan
pembukuan keuangan Badan

(3) Menyusun laporan  pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pengelolaan keuangan Badan

(4) Menyusun laporan pertanggungjawaban  atas pelaksanaan
pengelolaan asset dan barang persediaan Badan

(5) Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang
perlengkapan

(6) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan
inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Badan

(7) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian
kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk
peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta

pengembangan karier
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(8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya

(9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

c) Sub Bagian Penyusunan Program
Sub Bagian Penyusunan Prgram memiliki sebagai berikut :

(1) Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di
lingkungan Badan

(2) Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program,
kegiatan dan anggaran Badan

(3) Menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan
informasi data Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(4) Menyusun perencanaan strategis (Renstra) Badan

(5) Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja
(Renja) tahunan serta kegiatan operasional Badan

(6) Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran
Kinerja

(7) Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Ikjip) Badan

(8) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan

(9) Mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu
(IK1) pegawai di lingkungan Badan

(10) Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPJ
Bupati dan LPPD setiap akhir tahun

(11) Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam
rangka rencana tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program
kerja Badan

(12) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program badan

(13) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian
kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk

peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta
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pengembangan karier
(14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya

(15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan

Bidang perencanaan, pengendalian dan pelaporan mempunyai tugas

merencanakan kebijakan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan

pelaporan bidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud,

Kepala Bidang perencanaan, pengendalian dan pelaporan mempunyai

fungsi antara lain:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Penyusunan rencana bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan
sesuai rencana kerja badan

Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang
undangan pendapatan daerah

Penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan target pendapatan
daerah

Pengkoordinasian, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan target
pendapatan daerah pada dinas penghasil

Pengendalian dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan capaian
pendapatan pada dinas penghasil

Pengelolaan sistem pendapatan daerah (Simpada)

Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan piutang pendapatan daerah
Pelaksanaan pembukuan dan pengarsipan bukti terhadap semua jenis
pendapatan daerah

Pelaksanaan evaluasi terhadap capaian pendapatan dinas penghasil

10) Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada

bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja

11) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya
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12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
a) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan

Tugas dari Sub Bidang Perencanaan Pendapatan adalah sebagai

berikut :

(1) Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang
Perencanaan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja Badan

(2) Menyusun peraturan perundang undangan pendapatan daerah

(3) Menghimpun usulan target pendapatan dinas penghasil sebagai
bahan penyusunan target pendapatan daerah dan perubahannya

(4) Menyusun dan menyiapkan rancangan dan perubahan target
pendapatan daerah berdasarkan usulan dinas penghasil

(5) Menghimpun data potensi pendapatan daerah dari dinas
penghasil

(6) Menyusun petunjuk teknis penyusunan target pendapatan
daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku

(7) Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis penyusunan target
pendapatan dinas penghasil

(8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik
dan saling mendukung

(9) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian
kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk
peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta
pengembangan karier

(10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh
atasan sesuai tugas dan fungsinya

(11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

b) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan
Tugas dari Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan adalah :

(1) Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub
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Bidang Pengendalian dan Pengawasan sesuai dengan rencana
kerja Badan

(2) Melaksanakan kegiatan pengendalian dan  pengawasan
administrasi dinas penghasil atas pelaksanaan pemungutan
pendapatan saerah

(3) Mengelola sistem pendapatan daerah

(4) Menyusun data piutang pendapatan daerah

(5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian
kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk
peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta
pengembangan karier

(6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh
atasan sesuai tugas dan fungsinya

(7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

c) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Tugas dari Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan adalah :

(1) Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang
Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan rencana kerja badan

(2) Menyiapkan data laporan tentang realisasi penerimaan dan
piutang pendapatan daerah

(3) Membukukan dan mengarsipkan bukti penerimaan dan
pendapatan daerah;

(4) Melakukan  rekonsiliasi  laporan  realisasi  penerimaan
pendapatan dinas penghasil

(5) Melakukan evaluasi laporan realisasi penerimaan pendapatan
dinas penghasil

(6) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian
kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk

peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta
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pengembangan karier
(7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan sesuai tugas dan fungsinya

(8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

d. Bidang Validasi dan Penetapan

Bidang Validasi dan Penetapan mempunyai tugas melakukan validasi dan
penetapan SKPD/SKRD atas SPTPD/SPTRD usulan dinas penghasil selain PBB
dan BPHTB.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang

validasi dan penetapan mempunyai fungsi :

1)
2)
3)

4)
5)

Penyusunan rencana Bidang Validasi dan Penetapan

Pelaksanaan validasi terhadap SPTPD/SPTRD usulan dinas penghasil
Pelaksanaan penetapan dan penyerahan kembali SKPD/SKRD kepada
dinas penghasil

Pelaksanaan pelayanan pendapatan daerah

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Bidang Validasi dan Penetapan mempunyai tugas sebagai berikut:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Validasi dan
Penetapan sesuai dengan rencana kerja Badan;

melaksanakan validasi terhadap SPTPD/SPRTD usulan dinas penghasil;
melaksanakan penetapan dan penyerahan kembali SKPD/SKRD kepada
dinas penghasil;

melaksanakan pelayanan pendapatan daerah;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai tugas dan fungsinya; dan
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7) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Bidang Validasi dan Penetapan terdiri dari dua sub bidang, yaitu :
a) Sub Bidang Validasi, Pelayanan dan Verifikasi

Tugas Sub Bidang Validasi, Pelayanan dan Verifikasi memiliki

tugas sebagai berikut :

(1) Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub
Bidang Validasi, Pelayanan dan Verifikasi sesuai dengan
rencana kerja badan

(2) Melaksanakan validasi dan verifikasi terhadap SPTPD/SPTRD
usulan dinas penghasil

(3) Melaksanakan sosialisasi pendapatan daerah

(4) Melaksanakan pelayanan pajak dan retribusi daerah

(5) Melaksanakan pelayanan NPWPD

(6) Mengkoordinasikan bawahan aga terjalin kerjasama yang baik
dan saling mendukung

(7) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian
kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk
peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta
pengembangan karier

(8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya

(9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

b) Sub Bidang Penetapan

Sub Bidang Penetapan Memiliki tugas sebagai berikut :

(1) Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub
Bidang Penetapan sesuai dengan rencana kerja Badan

(2) Melaksanakan penerbitan SKPD/SKRD atas usulan dinas
penghasil kecuali PBB dan BPHTB

(3) Menyerahkan kembali SKPD/SKRD kepada dinas penghasil
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(4) Membukukan dan mengarsipkan hasil penetapan pajak dan
retribusi daerah kecuali PBB dan BPHTB

(5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian
kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk
peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta
pengembangan karier

(6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya

(7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

e. Bidang PBB dan BPHTB
Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan

Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan penghitungan, penetapan dan

penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas jatuh tempo, melayani

keberatan dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud maka Bidang PBB dan BPHTB

mempunyai fungsi sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Pengolahan data subjek dan objek PBB dan BPHTB melalui Surat
Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT) serta  pemeriksaan
lokasi/lapangan

Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak PBB dan BPHTB dan
penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan
Penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terutang serta menghitung
besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak

Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/
pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB

Penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku
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Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya

Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang PBB dan
BPHTB sesuai dengan rencana kerja Badan;

Mengolah data subjek dan dan objek PBB dan BPHTB melalui Surat
Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT) serta  pemeriksaan
lokasi/lapangan;

Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak PBB dan BPHTB dan menyimpan
surat perpajakan;

Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah PBB dan BPHTB
yang terutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib
pajak;

Melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan
keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menyediakan konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari
PBB dan BPHTB,;

Menyediakan bahan informasi penerimaan PBB dan BPHTB sebagai
bahan penyusunan laporan realisasi penerimaan;

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

tugas dan fungsinya; dan

10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
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Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari dua sub bidang antara lain:
a) Sub Bidang PBB
Sub Bidang PBB memiliki tugas sebagai berikut :

1)

(2)

3)

(4)

()
(6)

(7)
(8)

(9)

Menyusun rencana sub bidang PBB sesuai dengan rencana kerja
badan

Menghimpun, mengelola, mendata objek dan subjek PBB serta
menetapkan SPPT PBB

Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan
hasil dan daftar SPPT yang belum diterima kembali
Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran
yang telah diisi oleh wajib pajak

Membuat dan memeliharan daftar induk wajib PBB

Membuat laporan tentang pelayanan PBB yang diterima
kembali

Menetapkan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB

Menyimpan arsip surat perpajakan PBB yang berkaitan dengan
pendataan

Menyampaikan surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
dan/atau lampiran SPOP PBB kepada wajib pajak

(10) Menerbitkan surat tagihan PBB
(11) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib

PBB

(12) Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan

permohonan keberatan wajib pajak

(13) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan

petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan

pemungutan PBB

(14) Melaksanakan pengolahan data pajak PBB sebagai bahan

penyusunan laporan penerimaan PBB
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(15) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian
kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk
peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta
pengembangan karier

(16) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya

(17) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Sub Bidang BPHTB

Sub Bagian BPHTB memiliki tugas sebagai berikut :

(1) Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub
Bidang BPHTB sesuai dengan rencana kerja Badan

(2) Menghimpun serta mengelola objek dan subjek BPHTB

(3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan

(4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir Surat Setoran
Pajak Daerah (SSPD) BPHTB yang telah diisi oleh wajib pajak
BPHTB

(5) melaksanakan verifikasi SSPD BPHTB

(6) merekapitulasi dan mengarsipkan data transaksi BPHTB

(7) menerbitkan surat tagihan kurang bayar pajak BPHTB

(8) menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib
pajak BPHTB

(9) memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan
permohonan keberatan wajib pajak BPHTB

(10) melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan
petunjuk kepada PPAT dan PPATS

(11) melaksanakan pengolahan data pajak BPHTB sebagai bahan
penyusunan laporan penerimaan BPHTB

(12) melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian

kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk
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peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta
pengembangan karier
(13) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya
(14) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
f. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB)

UPTB adalah unit pelaksana teknis badan yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang. Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud adalah tugas untuk
melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat. Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud adalah melaksanakan
kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas badan.

UPTB dibentuk dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan
yang berlaku. Pembentukan UPTB ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri
setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala
Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kelompok jabatan fungsional
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior
yang diangkat dan ditetapkan oleh kepala badan dengan memperhatikan senioritas,
kepangkatan dan profesionalitas. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan
tugas bertanggungjawab kepada kepala badan melalui Kepala Bidang yang
membindangi atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional
ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan

prosedur ketentuan yang berlaku. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
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kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah. Pembinaan terhadap

tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3  Kegiatan Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah kabupaten dalam

merumuskan kebijakan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
mengkoordinasikan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan instansi
terkait dalam perencanaan, pengkajian teknis tentang pengembangan pendapatan,
evaluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan dan tugas lain
yang diberikan oleh Bupati. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
mempunyai tugas pokok meliputi (Dok BAPENDA :2018) :

a. penyelenggaran urusan dibidang pendapatan daerah

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah

C. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah

=

pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
e. pelaksanaan pengembangan, evaluasi, monitoring dan pengendalian

pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3.4  Kegiatan Bagian Yang Dipilih

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ditempatkan pada bidang 2 yaitu Bidang
Validasi dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan. Kegiatan yang dipilih dalam
Praktek Kerja Nyata ini adalah kegiatan pelayanan, validasi, dan verifikasi Pajak
Bumi dan Bangunan. Pemilihan judul Laporan Praktek Kerja Nyata ini disesuaikan
dengan kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata, adapun kegiatan yang
dilakukan adalah melakukan validasi formulir pendaftaran Objek dan Subjek Pajak
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), terkait dengan judul yaitu
“Pelaksanaan Prosedur Standar Operasional Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”.
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BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi serta berdasarkan data yang telah
diperoleh mengenai pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pajak Bumi dan
Bangunan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pajak Bumi dan Bangunan
adalah sebagai berikut :

1) Pengajuan permohonan pendaftaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

2) Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan

3) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan

4) Perekaman Data dan Validasi

5) Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB

b. Kegiatan yang dilakukan saat melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah membantu unit

pelayanan dalam melayani dan memeriksa kelengkapan persyaratan

permohonan pendaftaran objek pajak baru apakah sudah sesuai dengan
ketentuan yang ada. Selanjutnya diteliti apakah data yang disampaikan
dalam formulir SPOP dan LSPOP sudah sesuai dengan KTP dan sketsa

denah yang dilampirkan.
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Lampiran 2 Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (Lembar 2)
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

talan Kalimantan 37 — Kampus Burm Tegal Boto Kotak Pas 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 — Fax. (0331) 332150
Email : feb@unej.acid

Nomax : 8855/UN.25.1.4/PM/2017 07 Desember 2017
Lasgpiran  : Satu Bendel
Hal : Permohonan Tempst. FikN

Y, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bamyussan i
JI. Jaksa Agung Suprapto No. 140 Giri

Banyuwangi
Denganinikamibe'riahukandenga\nhc»rmat,bahwagunarr.eler\f;k_al?iiIiie_TSY?"'A'V"E"Bn
kelulusan pada Program Diploma I Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajbkan
melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sdumurgandaganhdmrsebmmﬂﬂghampkesedhanlmﬁnsiyam%udaammﬁn
untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan

kegiatan tersebut adalah : «
™ NAMA NIM PROG. STUDI
1. | Desy Faristadiani 150803102009 | D3 Administrasi Keuangan ;
2. | Rika Purwati 150803102023 | D3 Administrasi Keuangan _f

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 08 Januari 2018 - 08 Februari 2018

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

FNIP. 19640325 198902 1 001

Tembusan kepada Yth :
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip
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Lampiran 7 Persetujuan Tempat Praktek Kerja Nyata
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Lampiran 8 Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata
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Lampiran 9 Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
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Lampiran 10 Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata
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Lampiran 11 Kartu Konsultasi
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